
54 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis dapat memberikan 

kesimpulan sebagai berikut : 

a. Dalam melakukan penegakan peraturan daerah yang menyangkut 

tentang masalah penertiban dan penanggulagan Pedagang Kaki Lima di 

kota gorontalo Satuan Polisi Pamong Praja mempunya acuan peraturan 

daerah yang digunakan yaitu : 

 Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota gorontalo 

 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung 

Langkah yang ditempuh yaitu dengan berpedoman pada pelaksanaan 

pada Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 teknis 

Operasional Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban umum yang 

berdasarkan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan 

Minimal. Pelaksanaan penertiban dan penanggulangan Pedagang kaki 

lima di lapangan sudah di laksanakan tetapi belum optimal, hal itu 

disebabkan aspek kualitas aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan 

berbagai Fasilitas penunjang lainnya dan juga terdapat kekosongan 

aturan khusus tentang larangan berjualan untuk para PKL. 
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b. Faktor yang mempengaruhi penegakan peraturan daerah tentang 

penertiban dan penanggulangan Pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi 

pamong praja dalam lingkup wilayah kota gorontalo antara lain kualitas 

sumber daya manusia, sistem kerja dan sarana prasarana baik dalam 

bentuk kendaraan maupun bantuan dana operasional 

 

B. Saran 

1. Hendaknya diadakan sosialisai oleh Satuan Polisi Pamong Praja tentang 

bentuk-bentuk pelanggaran dan sangsi terlebih dahulu untuk para 

Pedagang kaki lima di kota gorontalo yang melanggar Peraturan daerah 

sebelum di laksanakan Penertiban atau bahasa kasarnya penggusuran 

lapak para Pedagang Kaki Lima. Dan memperhatikan hak-hak para 

Pedagang Kaki Lima tersebut agar kiranya dapat diberikan solusi berupa 

pemberian tempat berjualan yang layak dan strategis. Hal itu di 

maksudkan agar timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sebagai unsur 

aparatur Negara yang pada akhirnya penerapan peraturan daerah Kota 

Gorontalo tersebut dapat diterapkan secara maksimal. 

2. Dalam pengangkatan  atau proses rekrutmen Satuan Polisi Pamong Praja 

perlu diperhatikan faktor kualitas dari aparat yang bersangkutan sehingga 

aparat-aparat yang diangkat dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. 
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